
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan bangunan gedung

secara tertib berdasarkan fungsi dan peruntukannya

sesuai persyaratan administratif dan persyaratan teknis

serta pembangunan yang berwawasan lingkungan, perlu

dilakukan penataan dan penertiban bangunan untuk

menjamin kenyamanan dan keselamatan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5),

Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan

Pasal 109 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun

2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung,

dipandang perlu ditindaklanjuti dengan produk hukum

daerah tentang bangunan gedung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Daerah tentang Bangunan Gedung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999



tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten

Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung

Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang

Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonsia Nomor 4437) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan  Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

Timur Tahun 2012 Nomor 7);



9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten

Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

4. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.

5. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pekerjaan umum.

6. Instansi Teknis Pembina Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas pokok dan

fungsi pemerintahan di bidang bangunan gedung.

7. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi

untuk tempat penyimpanan, perlindungan, pelaksanaan kegiatan yang

mendukung terjadinya aliran yang menyatu dengan tempat kedudukan

yang sebagian atau seluruhnya berada di atas, atau di dalam tanah dan

atau air.

8. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang

menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada

di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai

tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat



tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya,

maupun kegiatan khusus.

9. Klasifikasi Bangunan Gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan

gedung berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan

persyaratan teknisnya.

10. Bangunan Gedung Umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk

kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha,

maupun fungsi sosial dan budaya.

11. Bangunan Gedung Tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan

untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang di

dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan

pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat

menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.

12. Bangunan Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi

dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 tahun.

13. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi

konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 tahun sampai

dengan 15 tahun.

14. Bangunan Sementara/Darurat adalah bangunan yang ditinjau dari segi

konstruksi dan umur bangunan yang dinyatakan kurang dari 5 tahun.

15. Keterangan Rencana Kota adalah informasi tentang persyaratan tata

bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah

pada lokasi tertentu.

16. Izin Mendirikan Bangunan Gedung selanjutnya disebut IMB adalah

perizinan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan

gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi,

dan/atau merawat bangunan gedung sesuai persyaratan administratif dan

persyaratan teknis yang berlaku.

17. Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung adalah permohonan yang

dilakukan pemilik bangunan gedung kepada Pemerintah Daerah untuk

mendapat izin mendirikan bangunan gedung.

18. Kapling/Pekarangan adalah suatu perpetakan tanah, yang menurut

pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk tempat

mendirikan bangunan.

19. Garis Sempadan adalah garis pada halaman pekarangan perumahan yang

ditarik sejajar dengan garis as jalan, tepi sungai, atau as pagar dan



merupakan batas antara bagian kapling/pekarangan yang boleh dibangun

dan yang tidak boleh dibangun bangunan.

20. Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana

bangunan tersebut didirikan, sampai dengan titik puncak dari bangunan.

21. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah angka

persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan

gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai

sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

22. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah angka

persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan

luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana

tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

23. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka

persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar

bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan

luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana

tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

24. Koefisen Tapak Bangunan yang selanjutnya disebut KTB adalah angka

persentase perbandingan antara luas tapak basement dan luas

lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai

rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

25. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten

adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung

Timur yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

26. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disebut RDTR adalah

penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung

Timur ke dalam rencana pemanfaatan kawasan perkotaan.

27. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disebut RTBL

adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan

pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan

lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi,

ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan.

28. Lingkungan Bangunan Gedung adalah lingkungan disekitar bangunan

gedung yang menjadi pertimbangan penyelenggaraan bangunan gedung

baik dari segi sosial, budaya maupun dari segi ekosistem.


